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PENETAPAN 

Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Plj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah 

menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh: 

XXXX, NIK XXXX, tanggal lahir 08 Maret 1981 /umur 43, agama Islam, 

pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, 

Sumatera Barat, sebagai Pemohon I; 

Dan  

XXXX, NIK XXXX, tanggal 12 September 1981 /umur 42, agama Islam, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat 

kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II; 

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai 

Para Pemohon, terkecuali dalam amar penetapan ini;  

 

Pengadilan Agama  tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 

September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang 

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor : 

209/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan 

pernikahan siri pada tanggal  23 Maret 2020 di rumah Pemohon II di 

XXXX, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang 

bernama XXXX yang langsung mengucapkan kata ijab karena saat itu 

ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2010 

dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Bambang dan Hasbullah, 

dengan mahar berupa uang Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);  

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup 

dengan akta cerai nomor: XXXX, dan Pemohon II berstatus Janda 

cerai mati dengan akta kematian nomor XXXX;  

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan 

yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, 

sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;  

5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada 

warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon 

I dengan Pemohon II;  

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum 

dikaruniai anak;  

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah 

bercerai dan tidak pernah murtad;  

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak 

mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke 

Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tiumang;  

9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan 

bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, 

Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di 

kantor pemerintahan;  

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya 

perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim kiranya 

berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan 

sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II 

yang dilaksanakan pada tanggal  23 Maret 2020 di rumah Pemohon II 

di XXXX, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;   

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk 

mencatatkan perkawinannya ke  Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Tiumang;   

4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;   

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah 

datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai 

dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan 

isinya t Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para 

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya 

tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut: 

 

XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SP 

1, Sipangkur, Tiumang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan 

sebagai berikut:  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi 

adalah Tetangga; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah 

suami istri; 

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 

tanggal 23 Maret 2020 di di rumah Pemohon II di XXXX, Kota 

Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui ijab qabul akad pernikahan Pemohon I 

dengan Pemohon II dilaksanakan karena saksi baru mengenal 

Pemohon II kurang lebih 2(dua) tahun lalu dan tidak menghadiri 

Pernikahan Para Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan 

Pemohon II  

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak 

ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, 

dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat 

pernikahan dengan pihak lain; 

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama 

maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan 

Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan 

dengan perkawinan mereka; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan 

keduanya tetap beragama Islam; 

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan 

permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami 

istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan 

lainnya; 

XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di 

XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi 

adalah Tetangga; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah 

suami istri; 

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 

tanggal 23 Maret 2020 di di rumah Pemohon II di XXXX, Kota 

Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui ijab qabul akad pernikahan Pemohon I 

dengan Pemohon II dilaksanakan karena saksi baru mengenal 

Pemohon II kurang lebih 2(dua) tahun lalu dan tidak menghadiri 

Pernikahan Para Pemohon; 

- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan 

Pemohon II  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak 

ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, 

dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat 

pernikahan dengan pihak lain; 

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama 

maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan 

Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan 

dengan perkawinan mereka; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan 

keduanya tetap beragama Islam; 

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan 

permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami 

istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan 

lainnya; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis 

akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam 

memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum 

(legal standing) Pemohon; 

Menimbang, bahwa permohoan ini merupakan permohonan isbat nikah, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama 

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; 

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa statusnya suami 

istri, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan perkara ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah 

mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah 

dan keperluan lainnya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, 

Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon adalah tetangga 

Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXX dan XXXX mengenai 

peristiwa pernikahan para Pemohon, saksi tidak mengetahui secara persis dan 

tidak melihat secara langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. 

sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan 

tidak dapat diterima sebagai alat bukti;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari 

keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai 

berikut: 

• Kedua saksi para Pemohon tidak mengetahui secara langsung 

peristiwa pernikahan para Pemohon; 

• Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya 

dan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya 

Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohon Pemohon dengan 

pertimbangan tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, 

berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab 

petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon 

berikutnya; 

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, 

Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Hakim berpendapat bahwa para 

Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu 

permohonan para Pemohon sepatutnya ditolak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas 

masing-masing petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka 

menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon ditolak 

seluruhnya; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat 

perkawinan sebagaimana ketentuan di atas dan bertentangan dengan 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak; 

2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan dan 

memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Tiumang;   

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar 

biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu 

rupiah);   

 

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan 

pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 

27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim tunggal, 

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Plj 
 

 

 Hakim Ketua 

 

ttd 

 

Afif Waldy, S.H.I 

  

 Panitera Pengganti 

 

ttd 

 

Hidayatul Hadi, S.H. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran  : Rp.  60.000,- 

2. Proses   : Rp.  75.000,- 

3. Meterai   : Rp.  10.000,- 

Jumlah  Rp.  145.000,-  

    (seratus empat puluh lima ribu) 
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